
2. Dalam ... 

1. Melakukan koordinasi penundaan dan evaluasi 

penzman perkebunan kelapa sawit serta 

peningkatan produktivitas perkeburian kelapa 
sawit. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk: KESATU 

Untuk 

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 

2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

3. Menteri Pertanian; 

4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional; 

5. Menteri Dalam Negeri; 

6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

7. Para Gubernur; 

8. Para Bupati/Walikota; 

Kepada 

Dalam rangka peningkatan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang 

berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi 

kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi Gas Rumah Kaea, serta 

untuk peningkatan pembinaan petani kelapa sawit dan peningkatan 

produktivitas perkebunan kelapa sawit, dengan ini menginstruksikan: 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

PENUNDAAN DAN EVALUASI PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT 

SERTA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT 

TENTANG 

NOMOR 8 TAHUN 2018 

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 



2) penetapan ... 

sebagai hutan menukar kawasan 

kawasan hutan; 

1) penetapan kembali areal yang berasal 

dari ka wasan h utan yang tel ah 

dilakukan pelepasan a tau tukar 

d. menyampaikan hasil rapat koordinasi kepada 

menteri, gubernur, dan/ atau bupati/walikota 

terkait dalam rangka pengambilan keputusan 

sesuai kewenangannya mengenai: 

c. melakukan sinkronisasi dengan pelaksanaan 

Kebijakan Satu Peta yang berkaitan dengan 

kesesuaian: perizinan yang dikeluarkan oleh 

kemen terian / lem bag a dengan pemerin tah 

daerah, Izin Usaha Perkebunan dengan HGU, 

dan keputusan penunjukan atau penetapan 

kawasan hutan dengan HGU; 

b. menetapkan standar minimum kompilasi 

data; 

a. memverifikasi data pelepasan atau tukar 

menukar kawasan hutan untuk perkebunan 

kelapa sawit, peta Izin Usaha Perkebunan 

atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan, 

Izin Lokasi, dan Hak Guna Usaha (HGU); 

2. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi 

se bagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan 

kegiatan: 
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c. permohonan ... 

b. permohonan yang telah diajukan namun 

belum melengkapi persyaratan atau telah 

memenuhi persyaratan namun berada pada 

kawasan hutan yang masih produktif; atau 

a. permohonan baru; 

1. Melakukan penundaan pelepasan atau tukar 

menukar kawasan hutan untuk perkebunan 

· kelapa sawit bagi: 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk: KEDUA 

3. Membentuk Tim Kerja dalam rangka pelaksanaan 

koordinasi se bagaimana dimaksud pada angka 2. 

tuntutan ganti rugi atas penggunaan 
kawasan hutan untuk perkebunan 

kelapa sawit berdasarkan verifikasi data 

dan evaluasi atas pelepasan atau tukar 

menukar kawasan hutan untuk 

perkebunan kelapa sawit. 

dan/atau hukum 5) langkah-langkah 

' 
4) penetapan tanah - terlantar dan 

penghentian proses penerbitan atau 

pembatalan HGU; dan/ atau 

3) Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 

(NSPK) Izin Usaha Perkebunan atau 

Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan; 

2) penetapan areal yang berasal dari 

kawasan hutan yang telah dilakukan 

pelepasan sebagai tanah negara; 
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b. perke bunan ... 

a. pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan 

yang dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa 

sawit yang belum dikerjakan/ dibangun, masih 

berupa hutan produktif, dan/ a tau terindikasi 

tidak sesuai dengan tujuan pelepasan atau 

tukar menukar dan dipindahtangankan pada 

pihak lain; 

4. Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada 

angka 3, melakukan evaluasi terhadap: 

3. Melakukan penyusunan dan verifikasi data 

pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan 

untuk perkebunan kelapa sawit yang mencakup: 

nama dan nomor, lokasi, luas, peruntukan, dan 

tanggal penerbitan. 

2. Penundaan se bagaimana dimaksud pada angka 1, 

dikecualikan untuk permohonan pelepasan atau 

tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan 

kelapa sawit yang telah ditanami dan diproses 

berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan 

Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan 

Hu tan. 

c. permohonan yang telah mendapat 

persetujuan prinsip namun belum ditata 

batas dan berada pada kawasan hutan yang 

masih produktif. 
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7. Melakukan ... 

kawasan hutan untuk perkebunan kelapa 

sawit berdasarkan verifikasi data, evaluasi 

atas pelepasan atau tukar menukar kawasan 

hutan untuk perkebunan kelapa sawit. 

penggunaan atas perundang-undangan 

b. langkah-langkah hukum dan/atau tuntutan 

ganti rugi sesuai ketentuan peraturan 

pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan 

sebagai kawasan hutan; dan/ atau 

hutan y~ng telah dilakukan kawasan 

a. penetapan kembali areal yang berasal dari 

sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU 

angka 2 mengenai: 

koordinasi rapat hasil 6. Menindaklanjuti 

5. Melakukan identifikasi perkebunan kelapa sawit 

yang terindikasi berada dalam kawasan hutan. 

serta menyampaikan hasil evaluasinya kepada 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 

c. pelaksanaan pembangunan areal hutan yang 

bernilai konservasi tinggi/ High Conservation 

Value Forest (HCVF) dari pelepasan kawasan 

hutan untuk perkebunan kelapa sawit; 

b. perkebunan kelapa sawit yang berada dalam 

kawasan hutan tetapi belum mendapatkan 

pelepasan atau tukar menukar kawasan 

hutan; 
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serta ... 

untuk memfasilitasi pembangunan kebun 

masyarakat paling kurang 20% (dua puluh 

perseratus) dari total luas areal lahan yang 

diusahakan oleh perusahaan perkebunan; 

c. pelaksanaan kewajiban ,perusahaan 
perkebunan yang merniliki · Izin Usaha 
Perkebunan Kela pa Sa wit a tau izin us aha 
perkebunan untuk budidaya kelapa sawit 

b. Izin Usaha Perkebunan dan Surat Tanda 

Daftar U saha Perkebunan Kelapa Sa wit yang 

telah diterbitkan; dan 

a. proses pemberian Izin Usaha Perkebunan dan 

pendaftaran Surat Tanda Daftar Usaha 

Perkebunan Kelapa Sawit; 

2. Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada 

angka 1, melakukan evaluasi terhadap: 

Perkebunan Kelapa Sawit secara nasional yang 

mencakup: nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal 

penerbitan, peruntukan, luas tanam dan tahun 
tanam. 

Usaha Daftar Tanda Surat pendaftaran 

1. Melakukan penyusunan dan verifikasi data dan 

peta Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan 

Menteri Pertanian untuk: KETIGA 

ketentuan alokasi 20% (dua puluh perseratus) 

untuk perkebunan rakyat atas pelepasan kawasan 

hutan untuk perkebunan kelapa sawit. 

melaksanakan dan id en tifikasi 
~ 

7. Melakukan 
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d. pelaksanaan ... 

c. peralihan HGU kepada pihak lain tanpa 

pendaftaran Badan Pertanahan Nasional; dan 

b. realisasi pemanfaatan HGU perkebunan 

kelapa sawit; 

a. kesesuaian HGU perkebunan kelapa sawit 

dengan perun tukan tata ruang; 

2. Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada 

angka 1, melakukan evaluasi terhadap: 

1. Melakukan penyusunan dan verifikasi data HGU 

yang mencakup: nama dan nomor, lokasi, luas, 

tanggal penerbitan, dan peruntukan. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional un tuk: 

KEEMPAT 

Sustainable Palm Oil (ISPO). 

Indonesian standar menerapkan untuk 

5. Memastikan setiap perkebunan kelapa sawit 

produktivitas sawit. 

peningkatan untuk lahan pemanfaatan 

4. Meningkatkan pembinaan kelembagaan petani 

sawit dalam rangka optimalisasi dan intensifikasi 

3. Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi mengenai 

NSPK Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda 

Daftar Usaha Perkebunan. 

serta menyampaikan hasil evaluasinya kepada 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 
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e. pengem balian ... 

c. pengembalian tanah yang berasal dari 

pelepasan atau tukar menukar kawasan 

hutan sebagai kawasan hutan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

apabila belum di proses dan/ atau diterbitkan 

Hak Atas Tanahnya; 

d. penetapan tanah yang berasal dari pelepasan 

kawasan hutan sebagai tanah negara sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
dan 

hal proses perolehan haknya tidak dilakukan 

sesuai ketentuan peraturan perundang­ 

undangan atau pembatalan HGU perkebunan 

kelapa sawit yang telah ditetapkan sebagai 

tanah terlantar; 

a. penetapan tan ah terlantar yang berasal dari 

pelepasan a tau tukar menukar kawasan 

hutan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. penghentian proses penerbitan HGU dalam 

sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU 

angka 2 mengenai: 

koordinasi rapat hasil 3. Menindaklanjuti 

serta menyampaikan hasil evaluasinya kepada 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 

sawit; 

d. pelaksanaan perlindungan dan/ atau 

pembangunan areal hutan yang bernilai 

konservasi tinggi/HCVF dari pelepasan 

kawasan hutan untuk perkebunan kelapa 
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KETUJUH ... 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk 

menunda permohonan penanaman modal baru untuk 

perkebunan kelapa sawit atau perluasan perkebunan 

kelapa sawit yang telah ada yang lahannya berasal dari 

pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan, kecuali 

yang diatur dalam Diktum KEDUA angka 2. 

KEEN AM 

peningkatan perkebunan kelapa sawit, serta 

produktivitas perkebunan kelapa sawit. 

Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan 

dan pengawasan kepada gubernur dan bupati/walikota 

dalam pelaksanaan penundaan dan evaluasi perizinan 

KELI MA 

5. Melakukan percepatan penerbitan hak atas tanah 

pada lahan-Iahan perkebunan kelapa sawit 

rakyat. 

4. Melakukan percepatan penerbitan hak atas tanah 

kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan 

hak masyarakat seluas 20% (dua puluh 

perseratus) dari pelepasan kawasan hutan dan 

dari HGV perkebunan kelapa sawit. 

e. pengembalian tanah yang berasal dari 

pelepasan atau tukar menukar kawasan 

hutan sebagai kawasan hutan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf c disarnpaikan kepada 

gubernur untuk diusulkan kepada Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi 

kawasan hutan. 

- 9 - 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 



KEDELAPAN ... 

5. Menyampaikan usulan kepada Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk 

penetapan areal yang berasal dari pengembalian 

tanah dari pelepasan atau tukar menukar 

kawasan hutan menjadi kawasan hutan. 

4. Menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat 

koordinasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM 

KESATU angka 2 mengenai pembatalan Izin 

Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar 

Usaha Perkebunan yang berada di dalam kawasan 

hutan. 

3. Menyampaikan hasil pengumpulan dan verifikasi 

sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada 

Menteri Pertanian yang menyangkut Izin Usaha 

Perkebunan dan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang 

menyangkut Izin Lokasi. · 

2. Melakukan pengumpulan dan verifikasi atas data 

dan peta Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan 

atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang 

mencakup: nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal 

penerbitan, peruntukan, luas tanam dan tahun 

tanam. 

1. Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi/ 

izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin 

pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru 

yang berada pada kawasan hutan, kecuali yang 

diatur dalam Diktum KEDUA angka 2. 

Gubernur untuk: KETUJUH 
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- 
6. Menindaklanjuti ... 

5. Menyampaikan hasil pengumpulan data 

sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, 

dan angka 4 kepada gubernur dengan tembusan 

kepada Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

4. Mengumpulkan data dan peta perkebunan rakyat 

pada wilayah kabupatennya yang berada pada 

kawasan hutan dan di luar kawasan hutan (Area 

Penggunaan Lain). 

3. Melakukan pengumpulan data dan peta serta 

verifikasi atas Izin Lokasi dan Izin U saha 

Perke bunan a tau Surat Tanda Daftar U saha 

Perkebunan yang mencakup: nama dan nomor, 

lokasi, luas, tanggal penerbitan, peruntukan, luas 

tanam dan tahun tanam. 

2. Melakukan pengumpulan data dan pemetaan atas 

seluruh area perkebunan pada wilayah 

kabupatennya yang diusahakan oleh badan usaha 

maupun perseorangan, yang mencakup: 

peruntukan, luas tanam dan tahun tanam. 

1. Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi/ 

izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin 

pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru 

yang berada pada kawasan hutan, kecuali yang 

diatur dalam Diktum KEDUA angka 2. 

Bupati/Walikota untuk: KEDELAPAN 
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Instruksi ... 

Melaksanakan Instruksi Presiden mi dengan penuh 
tanggung jawab. 

KEDUABELAS 

Pelaksanaan penundaan perizinan perkebunan kelapa 

sawit dan evaluasi atas perizinan perkebunan kelapa 

sawit yang telah diterbitkan dilakukan paling lama 3 

(tiga) tahun sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan 

dan pelaksanaan peningkatan produktivitas kelapa 

sawit dilakukan secara terus menerus. 

KESEBELAS 

Mekanisme pelaksanaan penundaan dan evaluasi 

perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan 

produktivitas perkebunan kelapa sawit oleh 

menterij kepala lembaga, gubernur, dan 

bupati/walikota mengikuti alur proses sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Instruksi Presiden ini. 

KESEPULUH 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan 

pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden 

secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu­ 

waktu diperlukan. 

KESEMBILAN 

6. Menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat 

koordinasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM 

KESATU angka 2 mengenai pembatalan Izin 

Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar 

Usaha Perkebunan yang berada di dalam kawasan 

hutan. 
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tya Bhakti Parikesit 

_ /· 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI 

JOKO WIDODO 

ttd. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

pada tanggal 19 September 2018 

Dikeluarkan di Jakarta 

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. 
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2. Menteri ... 

Mel11kuk11n 
pembatelen 

!UP/STOUP yang 
borada di dalom 
kawesen hutan 

·Hasil 
pembahasan 
Rapa! Koordinasi , 

Penundaan pcnerbitan rekomend1sili1il 
usaha per~nan kelape smtd•n l2ln 
pembukaanlahan per1<ebun•nkelap,, 
sawit baru yang bend.1 pada ka.>A1san 

hut.an (pengecualianOiktLmKEOUA 
angka 2 lnpres). 

Melakukan 
pembatalnn 

!UP/STOUP yang 
berada di d11l11m 
kawasan hutan 

-Hasil 
pembahasan 
Rapat Koordinasi 

KEBIJAKAN r------------------------------~ I I 
: Penundaen penerbitan rekornend!sf.lfz.l'I j 

uu.ha perkebun11n kelape sav,it <Ian lzin I 
pen\buk.unlahan per1<ebmanket3pa : 
sawtt baru yong benida pada klPI.Qsan : 

hutan (pengecuetlan Olktum Kl:OUA I 
angka 2 lnpreaJ. : .._ _, I 

Menyampaikan 
data 

Tidak 

• Data den' peta lzli lokesl &. 
lJP eteu STOUP, 

Pengumpulail 
den verlflkasl data 

GUBERNUR 

Pengumpulan 
d11t11 

BUPATI/ 
WALIKOTA 

IAenyempall:an 
usuian kepeda 

Menterl UiK 
untut 

penetepan 
erealyang 

1>ert1sr1idui 
,pon9emboion 

tanah dar1 
pelep.asan eteu 
tubr menuknr 
kawasan hutan 

menjo<I( 
kawasan hutan 

STOP 

• Oota don pomeloon 01 .. sekm,h 
area perkebunan ffll1i:: baden 
usaha maupun perseorangen. 

• Oala dan pete serte veriffli.esi 
otns tzln Lokasl don !JPiSTOUP. 

• Doto don pelo perkebunon rokyo 
yang be:rada peda kawuan 
huton don di Ivor kawosan hutan " . p . 
(APL). • , .. enten ertaruan 

•Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 

Tldak • Menteri Agraria dan Tata 
l+----..:..;.;;:.::.;.;.,c:t. Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Pembtnaan dan 
penqewasen d11l11m 

peleksanean 
pebundean den 

evatuesl perlzlnan 
perkebunan kelapa 

sawlt serte 
penlnqkaten 
produktlvltas 

perkebunan kelape 
S8Wlt 

MENTER I 
DALAM NEGERJ 

1. Gubernur dan Bupati/Walikota 

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT 

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SERTA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS 

MEKANISME PELAKSANAAN PENUNDAAN DAN EVALUASI PERIZINAN 

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN 

KELAPA SA WIT 

PERKEBUNAN KELAPA SA WIT SERTA 

PENUNDAAN DAN EVALUASI PERIZINAN 

TENTANG 

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 TAHUN 2018 

LAMPI RAN 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 



3. Menteri ... 

Penetapan kembali areal yang 
berasal dari kawasan hutan 
yang telah dilakukan 
pelepasan atau tukar menukar 
kawasan hutan sebagai 
kawasan hutan. 
Langkah-langkah hukum 
danlatau tuntutan ganti rugi 
sesuai ketenluan peraturan 
perundang-undangan atas 
penggunaan kawasan hutan 
untuk perkebunan kelapa 
sawit berdasarkan verifikasi 
data, evaluasi atas pelepasan 
atau tukar menukar kawasan 
hut an untuk' perkebunan 
kelapa sawil. 
Melakukan identilikasi dan 
melaksanakan ketenluan 
alokasi 20% untuk perkebunan 
rakyat alas pelepasan 
kawasan hulan untuk 
perkebunan kelapa sawit. 

Hasil pernba- y 
hasan Rapat E 
Koordinasi 

Penundaan pelepasan atau 
tukar menukar kawasan hutan 

untuk Perkebunon Kelapa 
Sawit 

KEBIJAKAN ,------------------------------~ I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

• Menterl l<oordlnator Bidang Perekonomlan 

OllqnJutkon 

·rermasuk kebun sawit tanpa liln'pelepasan atautukarmenukarkawasan hutan 

Mclaporkan 
hasll evaluasf 

Penyusunnn 
& Verilikasi 01110 

Pelep .. an etau tukar 
menut.er t.awoson huton 
yangdmantaatlan .sebagai 
pertebunan ke .. pa sawil 
yono betum dl<etjokan/ 
dlbangun, mo,11 berupa 
hutan produl.1ll, danletau 
te:rrldkatl Udat se.sual 
dengan IU~en pelepeson 
atau tukar menuk:er dan 
dlpindehtanganton pado 
pihok loin. 
Perkebunan kelapo sawl 
yang berada dalam 
kawasan hutAn tetapl betum 
mendapatk.ln Polepasan 
ateu tukar menu~r 
kawesan hutan. 
PeLIIDtinun pembengunan 
areal hutan yang bernllal 
tonservesltlnggl (HCVf) 
dart pelepuen tawasa'n 
hutan untuk perlcebunen 
kelapa SOWi. 

Existing• 

2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
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4. Menteri ... 

Norma, Standar, Prosedur, 
dan Kriteria IUP atau 
STOUP. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ------------------------------ 

• Hasil psmba­ 
hasan Rapa! 
Koordinasi 

Memastikan setiap 
perkebunan kelapa sawit 

~------<-+1 untuk menerapkan standar 
Indonesian Sustainable Palm 
Oi/(ISPO). 

Meningkalkan pembinaan 
kelembagaan petani sawit 
dalam rangka optimalisasf 

1--------!-.i dan intensifikasi 
pemanfaatan lahan untuk 
peningkatan produktivitas 
sawit 

,- KEBIJAKAN _ 

• Mentert Koordlnator Bldang Perekonomlan 

Melaporkan 
hasil.evaluasi 

• Proses pemberlan IUP dan pe.ncianaran 
STOUP Kelapa sawil. 

• IUP dan STOUP Kelapa Sawltyang.lelah 
dlterbltkan. 

• pelal<sanaa, kewaJlban perusahaan 
perkebunariyarig memlllkl lzln Usah':i 
Perkebu~an Kelapasawll atau lzln us a.ha 
perkebunan untul< budldayo kelapa sswlt 
untuk memfaslllaslpembangunan kebun 
masyarakatpallng kurang 20% darl t'otal iuas 
areal lahanyang diusahakan 

EVALUASI 

IUP dan pendaftaran STOUP 
Kelapa Sawit secara naslonal 

enyusunan 
& Verlflknsl Olitn 
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5. Menteri ... 

Menteri l<oordlnator Bldang Perekonornian 

! 
0 

Melaporkan 
nasll evaluasi 

• Penelapan tanah terlantaryang 
oerasal dart petepasan atau tukar 
menukar kawasan hutan sesual 
kelentuan peraturan perundan~ 
unoancan, 

• Penghenuan prosespenertitan HGU 
dalam na1 proses perolehan haknya 
Udak dilakukan sesual ketentuan 
peraturan perundang-undangan atau 
pernbatatan HGU perkebunan kelapa 
sawityano tetah ditetapkan sebagal 
tan ah te~antar. 

• Pengembalian Ian ah yang berasal aa~ 
petepasan atau tukar menukar 
kawasan hutan sebagal l<awesa~ 
hutan sesual ketenluan peraluran 
perundan~uncangan apabla betum 
dlproses danlalau dlterblkan HakAlas 
Tanahnya. 

• Penetapantanahyang berasaldari 
pelepas3n kawasan hutan sebagal 
tanah negara sesual kelenluan 

- peraturan perundano-undanoan 
• Pengemballan tanahyang berasal dan 

pelepasan alau tukar menukar 
kawasan hutan sebagal kawasan 
nutan dlsampakan kepada gubernur 
untuk dlusulkan kepa<la Menter! 
LlngkUngan Hldup dan Kehutanan 
men adl kawasan hutan. 

EVALUAS/ 
• l<esesualan HGU perkebunan kelapa 

sawlt dengan peruntukan tata ruang. 
• Reallsasl pernanfaatan HGU 

perkebunan ketapa sawll. 
• Perallhan HGU kepaca pll1ak° lain 

tan pa penoattaran BPN. 
Pelaksanaan perllndungan dantatau 
pernbangunan areal hutan yang 
bernllal konservasl llnggl/HCVF dari 
pelepasan Kawasan hutan untuK 
perxeounan ketapa sawll. 

Melakukan percepatan penerbitan 
hak atas tanah kepada masyarakat 
dalam rangka pelaksanaan hak 
masyarakat seiuas 20% daM 
petepasan kawasan hutan dan darl 
HGU perkebunan saw~ dan 
menerbitan hak alas tan ah pad a 
lahan-lahan perkeblllan kelapa saw\!. 

cp. Hasil psmba­ 
hasan Rapat 
Koordinasi 

A Penyusunan 
& Yerlflkasl Data HOU 

KEBIJAKAN ----------------------------- 

4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
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{.<; 
tya Bhakti Parikesit 

I 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI 

JOKO WIDODO 

ttd. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

I Menterl Koordlnator I I Bldana Perekonomlan 

I 

I Melokukan Koordlnasl dan I Rekomendasl 

I 
l 8. l •• ! O l 0 1 

Verifikasi data Penetap.an stander Penetnpon kembai areal · Norma, Standar. 
pelepasan atau tukar o'itlm,m kon,,lnl dall yano berualdari kawuan Prosedur, dan Kriteria • Langkah-langkah 

hu1an yang tellh diakuken hukum dan/atau 
menukar kawasan Sfltroni,asl dongnn pelepu1n/TUK'H sebagal IUP/SIDUP. 

tuntutan ganti rugi 
butan untuk pelaksanun t<:ebiaken Mlwllsan nuten, • Penelapan tanah 
perkebunan kelapa 

Set\! Polo yeno t>on:eten Penotapen .areal v.ano terlantar dan 
alas penggunaan 

denoan kese..suabn, kawasan hutan untuk 
sawit, peta IUP atau peN~an yang dlte~ul.en berauldarl J:.aw~un hu1M penghentian proses 
SIDUP. lzin Lokasi, oMh kemeiiletiftnllembaga yang telah dla~-ukan penerbitan atau 

perkebunan kelapa 
clengan pomemtah pelepasen aebegnlta.nah saviit. 

dan HGU. dHUlh, A.IP denoan HGU, negora. pembalalan HGU. 
den keputu.un penunjukan 1 aleu pene11p1n towasnn 
huten den91n HOU. 

l E . 

~elaporan kepada Presiden secara berkala setiap 6 
Menlerillembaga teknis terxait, 

bulan atau sewaktu-waktu diperlukan tenlang Gubemur, dan Bupati/Walikota 

'-t kemajuan pelaksanaan penundaan dan el'l!lliasi 
perizinan perkebunen kelepa sewit serta 
peningka)an p<oduktivitas perkebunan kelapa sawit. 

0 

Menteri 
Pertanian 

Menteri lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 

Menteri 
ATR/Kepala BPN 

Cg) 

5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
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